
BUPATI LANGKAT
PROⅥNSI SUMATERA UTARA

PDRATURAN BUPATl LANGKAT
TIOMOR  ll  TAHUN 2016

DENCAN RAHmT TUHAN YANG MAHA駆

Metrilrbat1g

BUPATI LANGXAT,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuar Pasal 30 darr
Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi dan untuk
mengoptimalkan pengelolaan, pengendalian dalr
Pengawasan terhadap Pembangunai Mena.ra
Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedomar Penyelenggaraan Pengelolaan
Menara Telekomunikasi;

Dlengirgat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkunga! Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

Undarg-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
ftahteli Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tarrrbahal Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 36 Taiun 1999 tentarg
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahrrn 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran NegaJa
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang Undang Nomor 26 Talun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembalan Negara Republik Indonesia
Talun 2OO7 Nomor 68, Tlmbahan l,embaian Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

TENTANG
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5. Undang-Unda,-rg Nomor l2 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan
{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undalg-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negata Republik
Indonesier Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan l,embarar
Negara Republik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimala
telah diubai beberapa kali, terakhir dengan Undalg-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubafEn Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara-n Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tamba-han I€mbaran
Negara }{omor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
wilayah Kodya Dati ll Binjai ke Kota Stabat dalarn
wilayail Kabupaten Dati II Langkat (Lembal'an Negara
Republik Indonesia talun 1982 Nomor 9);

Peraturar:l Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan batas wilayah daerah Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat darl Kabupaten
Daerai II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor: 11, Tambahan I€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Ta].un 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (l,embalan Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo0 Nomor 107, Tambalan
I-embararl Negara Republik tndonesia Nomor 3980);

7.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20OO tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio daJr Orbit
Satelit (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
20Oo Nomor 1o8, Tarnbahar l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OOO Nomor 3981);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahu[
2OO2 tentang Bangunan Gedung (lernbaian Negara
Republik Indonesia Taiun 2OO5 Nomor 83, Tambahan
Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 4532 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang
Rencana Tata Ruang Wilaya]l Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Taiun 2OOg Nomor 48,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a833);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun
2OO5 tentalg Sertiflkasi Alat darl Perangkat
Telekomunikasi;

14. Peraturan Menteri Telekomunikasi daI InJormatika
Nomor 02lPER/ M.Kominfo/ 2C08 tentang Pedoman
Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;



15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
18 Tahun 2009, Nomor O7IPRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.Kominlo l C3 l 09, Nomor 3/P/2009 tentang
Pedoma,n Pembangunan dan Penggrrnaan Bersama
Menara Telekomunikasi;

16. Peraturan I)aerah Nomor 23 tahun 2007 tentang
Pembentukan Oerganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten LanBkat tahun
2OO7 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten
Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun
2OO7 terrtang Pembentukan Oergalisasi Perangkat
Daerah Kabupaten l,angkat ( kmbaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 17);

17. PeraturaD Daerah Nomor 4 tahun 2OO9 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten langkat tahun
2009 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah Kabupaten
l,angkat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
MENARAPENYELENCCARAAN  PENGELOL―

TELEKOMUNIXASI

BAB I
XETEITUAN UMUM

P回 1
Dalarn Pcrarall Bupatlini yang dimaksud dcngan:

Daerah adalah Kabupatefl t angkat-
Penerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan daerah yang memimf ,in pelaksanaan umsan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dae.ah otonom.
Bupati adaiai Bupati l,angkat.
Dinas adalah DiDas Perhubungan Kabupaten Langkat.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yaig merupakan
kesatuan, baik yang melakltkan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yarrg meliputi perseroa! terbatas, pers€roan komanditer,
perseroaJl lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, persekutuan, pe.kumpulan, frrma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun,
bentuk usala tetap serta bentuk badan lainnya.

6. Telekomunikasi adalai setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tubsan, ga-rnbar, suara, dan bunl melatui sistem kawat, frber optik,
radio atau sistim eiektromagnetik lainnya.
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7. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badal usaha
milik daerah, badan usaha milik negara, bttdan usaha swasta, instansi
pemerintah, dan pertahanan kearnanan negara.

8. PenyelenggaraaD Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dal
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

9. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik
Daeralr, Badal Usa-ha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang
memiliki dan mengelola menara telekomurikasi untuk digunalan
bersalna oleh penyelenggara telekomunikasi.

1O. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau
mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

11, Kontraltor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan
usaha yarrg dinyatakan ahli yarlg profesional di bidang jasa konstruksi
pembalgunan menara yang mampu menyelenggarakar kegiatannya
untuk mewujudkan suatu hasil perencaJlaan menaia untuk pihak lain.

12. Jaringar! Utana adalah bagian dari jaringan infrastrukhrr
telekomunikasi yang rnenghubungkan berbagai elemen jaringal
telekomuniL-asi yang dapat trerfungsi sebagai Central Trunk, Mobile
Suitchirlg Center (MSC), Base S:tatiorl Controtler (BSCI, Radio Netuork
Con,roller (RNC) dan jaringan transmisi utarna lbackbone trolsmi.ssionl-

13. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa ca-operator celuler untuk
oenempatan stasiun pemanca-r dan penerima (BTS) ke dalarn sahr
menara yang ada secara bersama-sama.

14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum
yalg didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yalg dipergunal<ar
untuk kepentingan umum yang struktur Iisiknya dapat berupa rangka
baja ya-rlg diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa
simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai
sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

15, Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang
dibangun dan dipergunalan oleh maksimal 3 (tiga) penyelenggara
telekomunikasi

16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yallg
berfungsi sebagai penunjang jaringal telekomunikasi khusus.

17. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang
desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimala menara
tersebut berada.

18. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersarr,a adalah pererLcarlden
sgstem komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara
telekomunikasi sebagai bagiar dari Rencana Tata Ruang wilayah
Kabupaten Langkat.

19. Vcna CelL Planning ada.lah batasan area persebaran peletakan menara
telekomunikasi dalam rencala lokasi rnenara telekomunikasi bersarna,
berdasa-rkan potensi ruang yalig tersedia.

20. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi
yarrg dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/ atau
penyedia menara diatas tanah/ lahan rnilik pemerintah daerah atau
milik frasyarakat secarra petorangan rnaupun lembaga sesuai dengal
rencana lokasi menara telekomunikasi bersama
pereucaraan, pengurusa! izin, pembalgunan
teleP.omunikasi beserta fasilitas pendukungnya.

meliputi
menara駆徹



21. Menara Pole ada.lah menara telekomunikasi yang balgunannya
berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat
satu sama lain;

22. Mer.ara Mobile adalah rnenara telekomunikasi dengan sistem Base
Trarsceiver Station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara
temporer pada lokasi teit€ntu dan digunakan oleh penyelenggara
telekomukasi sebagai solusi sementaia untuk penyedia coverage seluler
ba-ru atalr atau memenuhi kapasitas tralik seluler.

23. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disebut BTS adalah
perangkat mobile untuk melayani wilayai cakupan (sel).

24. Rumah Otomasi adaj.ah perangkat infrastruktur telekomunikasi ,-ang
merupakan pusat akses kontrol dengan pengarlanan dilengkapi media
server secara terpusat.

25. Cell Plan adalah renca.na penataan pembangunan menaJa
telekomunikasi.
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BAB tr
RUAITG LII{GKI'P

Passf 2

Rr1ang lingkup Peraturarr Bupati ini meliputi pengaturan, penataan,
perijinal dan pengelolaan penyelenggaraan menara telekomunikasi di
daerah.

Pasql 3

Tujua! dari PeDataan dar Pengendalian Menara Telekomr.uikasi adalah :

a. Mengatur dan mengeqda-likan pembangunan menara;
b. Mewujudkan kepast{an darl ketertiba-n hukum dalam penyelenggaiaan

menara bersama;
c. Mewujudkan menara yang menjamin keandalal bangunal menara

seauai dengan asas kesela-rnatan, keamarlan, kesehatao, keindahar, dan
keserasial dengan lingkungan;

d. Mewujudkar menara yang fungsional serta kejetasan informasi dan
identitas; darl

e. Mewujudkan menara telekomunikasi yang menjadi dasar pembangunan
menara bersama dengan pada RTRWK dan RDTRK.

Pasd 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini teidiri ata.s :

a. Rekomendasi dan Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
b. Pembanguna-n menara baru;

Penempatan lokasi dan bentuk menara bersama;
Persyaiatan Telotis Perr.rbaigunan Menara;
Penggunaan menara;
Monitoriflg, evaluasi daJt pengertdalian;
Evaluasi Cell Pla.r; darr
Jamiran Kese lamatan.
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BAB lll
REKOMENDASI DAN PDRIaNAN

…

GUNAN MEIARA TELEKOMUNInSI

Pasal 5

Setiap pembaigunan menara harus memiliki IMB menara sesuai
persyaratan yang ditentul<an Can Izin Gangguan ( IIO ).

Pasel 6

Untuk memperoleh izin mendirikal bangunan menara dan izin gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyedia menara mengajukan
permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu ( KPT ).

BAB rV
PEMBmGUNAN MEIARA BARU

Prsal 7

Pembairgunan menara sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf tr
mewajibkan persyaratan. meliputi :

a. Kete!:sediaan lahaj:r sesuai denga! kebutuhan tekflis pembangunan
menata;

b. Ketinggiar menara disesuaikan dengan keoutuhan teknis yang diatur
sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KrOP); darl

c. Struktur lnenara maJnpu menarnpung paling sedikit 3 ( tiga )
penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikal daya dukung
menara bersama.

Pasal I

Penyedia menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko
atau kerugian yalg ditimbulkan alibat dari ada-nya bangunal menara
sejak awal pembargunan hingga beroperasinya.
Berkas copy asuransi yang telah dilegalisasi harrs dilampirkan dalarn
dokumen kelengkapan perizinan menara.

(2)

PaEal 9

Penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi selular
diprioritaskal untuk memajrfaatkan lahai asset pemerintah Daerah, aspek
pemanfaatan lahan ini harr-rs menyesuaikan dengan ketentua-n peraturan
perundalg-undsngan yang berlaku-

Pasal 10

(1) Pembalrgunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukennya
memiliki kal'akteristik tertentu wajib mernenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan tersebuti



(2) Kawasan yang sifat darr per.rntukannya memiliki karakteristik tertentu
sebagaimalta dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Kawasan Bandar udara;
Kawasan cagar budaya;
Kawasa-n pariwisata;
Kawasal yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat
keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
Kawasa! pengenda.lian ketat lainnya.
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Pasd l1

P;osedur dalam pembangunan menara baru adalah sebagai berikut :

a. Pemohon harus mengsjukan rekomendasi cell plan untuk setiap titik
koordinat mena-ra yalg akan diajukan;

b- Pemerintah Daerah mernfasilitasi pengajuan rekomendasi cell
melalui system informasi pengendalian menara telekomunikasi
akarr memberikan kemudahaD dan kecepatan dalam proses pengajuan
rekomendasi cell plan;

c. Apabila rekomendasi cell plan distqjui atau dibolehkan untuk berdirinya
menara baru, maka pemohon haius segera mengajukal perizinan
pembangurran menara baru ke Kantor Pelayanan Terpadu (KPl );d. Apabila rekomendasi cell plan ditola-k, maka menggunakan menara
eksisting yang tersedia pada zona eksisting terdekau

e. Ketika pemohon sudah melengkapi rekomendasi cell plan dan berkas
persya-ratan perizinan yang telah ditentukan, maka Kartor Pelayanan
Terpadu akan mengeluarkal resi IMB pada hai diterimanya dokumen
perizinarr;

f. Dengan membawa rekom cell plan dalr lesi IMB, pemohon ha-rus
menindaldanjuti untuk mendapatkan rekomendasi lurah atau Kepala
Desa untuk lahan pembangunan menara yang aka-n diajukal;

g. Dengan membavra rekom cell plal, resi IMB dan rekomendasi dari Lurah
atau Kepala Desa, Pemohon hams menindaklaljuti untuk mendapatkal
rekomendasi kecamatan yang menyatakan bahwa la}rajltidak dalam
persengketaan;

plan
yang

j.

h.

l.

Dengan membawa rekom cell pian, rekomendasi dari lurah atau Kepala
Desa darr rekomendasi kecarnatan, pemohon harus menindaklaojuti
untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Langkat;
Setelah mendapatkar lahan, pemohon wajib mengadakal sosialiasi
kepada warga dalam radius 100 M, dari tinggi menara dan harus
mendapatlal pemyataan tidak keberatan adalya menara baru dari
minima.l 90% ( tujuh puluh persen) Kepala Keluarga yaig ada dalam
radius tersebut;
Pemohon harus melatsalaka:n pembalgunan menara dalarn masa paling
larnbat 1 ( srrtu ) bulan sejak resi IMB diterbitkan.

BA.B V
PEIIEIIPATAN LOXASI DAI{ BEI{TUK MENARA TELEKOMUITIXASI

Pasel 12

Penempatan l,okasi dan Bentuk Menara Telekomunikasi sebaaimaia
dimaksud dalam Pasal 4 hurul c meliputi :

0



(1) Dalam penempatan lokasi pembangunar menara wajib tunduk pada :

a. relcana tata ruang wilayah Daerah;
b. rencana detail tata ruang wilayah daerah;
c. rencana tata banguna! dan lingkungal; dan/atau
d. aspek keamanan dar kepentingan umum;

(2) Dalam hal liencana Tata Ruang Wilayah Daerah, rencana detail Tata
Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), belum mengatur mengenai
penentuan lokasi pembangunall menara, maka penentuan lokasi
pembangun:m menara didasatkan pada rekomendasi dari Tim
Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(3) Penempatan lokasi menara bersarna tersebar di seluruh v.ilayah
Kabupaten Langkat denga! mempertimbargkar :

a. potensi ketersediaan lahan;
b. perkembangan tekrologi;

permintaan jasa telekomunikasi baru;
kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
kaidah penataan ruang, berada mirimal 1O0 meter dad tepi jalal
arteri darr jalan tol, set'ta sekurang-kurangnya minimal 50 meter dari
tepi jalan l(olektor afau jalan local;
tata bangunan;
estetika;
keamanan lingkungan;
kebutuhan kebutuhan luasan area menara; dan
tidak boleh beroperasi pada kawasan heritage, kawasan sekitar mata
air, kawasan laparrgan udara dan lard mark kota.

Pembangunal Menara Bersama pada zona menara baru wajib memiliki
ketinggian yang cukup darr kekuatan konstlrtksi menara yarg marlpu
menampung paling banyak ( tiga) penyelenggara telekomunikasi darr
pembangunarr menara berikuttya memperhatii{?n tingkat penggunaan
menara eksisting.

Ketentuarl mengenai Cell Plan diatur lebih lanjut dalarn Pe.aturan Bupati
tersendiri.
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(5)

(1)

(2)

Pasd 13

Pada zor.a-zona menara konvensional, maka pemohon dapat
menggunakan struldur 4 (empat) ka_ki dan dengar dilengkapi 3 (tiga)
buah ring untuk pengikatan antenna selular. penggunaan 3 (tiga) buah
ring iai mengindikasika, ba}Irva rnenara telah didisain untuk
menampung hingga 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
Pada utna-zsr.a menara bebas visua.l, untuk rnewujudkan keharmonisan
antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungal
di wilayah-wilayah tertentu, diutamakai dengan menggunal<an menara
hamuflase.
Bentuk desain menara kamuflase wajib disarnpaikan oleh pemohon izin
kepa,la Pemerintai Daerah untuk memperoleh pengkajian.
Pada zona- zona bebas menana, maka layanarl telekomunikasi dapat
dipenuhi dengar cara penempatan antenna tersembunyi-
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Pasd 14

Setiap pemasangan meirara untuk fungsi BTs mobile oleh penyedia
menara wajib melaporkaa kepada instansi terkait, tentang lokasi
koordinat dengar memperhatikar aspek lingkungarnya dalam radius
tinggi menara dari BTS mobile dan jangka waktu operasional dari BTS
mobile.
Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah minimal 6 (enam) bulan.

BAB VI
PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MEIIARA

Pasal 15

Persayaratan telois pernbangunan menaia, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 hr:ruf d, metputi :

a. Dokumen analisa kekuatan konstruksi pembangunan menara wajib
mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin
keselamatan bangunarr dan lingkungan dengan memperhitungkan factor
faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstJuksi menara
dengal mempertimbangkar persyaratan struktur bangunao menaia,
antara lain :

1. Tempat/ space penempatan perangkat;
2. Ketinggiarr menara;
3. Strulrhrr menara;
4. Rangka struktur menara;
5. Pondasi menara; dan
6. Kekuata! angin.

b. Memenuhi keamanan, meliputi :

1. Pagar menara;
2. Grounding kabel;
3. Catu ,laya;
4. Penangkal petir;
5. krarpu halangan penerbangan;
6. Marka halangan penerbarlgan dan
'7. Penjaga menara;
8. Sarana lairrnya sesuai dengan Perah-rian Peiundang-undangal.

c. Memiliki kecukupan luasarl, ketinggian dan kekuatan konstruksi menara
bersama dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang Undangan
yang berlal<u.

BAB VII
PEIT(X}UI{AAN II{ENARE

Pasal 16

Penggunaan menara sebagimana dimatsud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :



a. Penyedia menara dall atau Pengclolan Menara, diwajibkan untuk :

1. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat;

2. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon
pengguoa mengra secaia trarspar:an;

3. menggunakai system antriall dengan mendahulukan calon pengguna
mensJa ya-ng lebih dahulu menyampaikan perrmintaan penggunaan
menara kepada instansi terkait, dengan tetap mempeihatikan
kelayakal dan kemampuan secaira teknis; da.rr

4. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembalgunan jaringan
utama da-n struktur jaringan utama eksisdng yang dimiliki, setiap 1

(satu) tahun seka-li kepada Instansi terkait.

b. Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan
penggunaa-n menala yaog meliputi :

C 1. pemilik menara;
2. penyediajasakonstruksi;
3. tahurt pembuatan menara;
4. beban rnal<simum rrlenara;
5. aLamat menara;
6. koordinat menara.
7. Nomcr da.rr tanggal IMB;
8. Tinggi menara;
9. Luas area site;
10. Daya listrik terpasan$ dari
1 1. Data BTS/Telco operator yang terpasang di menaia.

c. Pemerintah Daerah dapat memanfaatlan menara telekomr.rnikasi selular
untuk mendukung kcgiatai pemerintahan, setelah ada koordinasi
dengan pemilik menara yag terkait dengan aspek-aspek teknis dari
kondisi eksisting yang ada di menara.

Paeal l7
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukai kerjasama dengai Piha_k Ketiga

dalam rangka penataan, pembangunan dan pengelolaan menara
telekomunikasi bersa.rna.

(2) Pihal< ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (i) wajib memiliki
rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) dituarlgkan dalam suatu
perjanjial.

BAB VIII
UOIIITORIITG, BUALUASI DAIT PENGEITDALIAIT

PaEal la
(I) Monitoring adalah dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap

menara Telekomunikasi sehingga dapat digunalan untr..rk mengupdate
database baik kondisi fisik dan pola lokasi BTS pada sebuah Menara
Telekomunikasi.



(2) Monitoring dan Evalrrasi menala ini dilakukan oleh dinas dengar periode
minimal satu kali dalarn satu tahun.

(3) Hasil kegiatar^ monitoring dan evaluasi pengendalian menara
telekomunikasi bersama dilaporkal kepada Bupati, untuk dijadikan
sebagai ba}len :

a. Mengupdate data base sistem informasi pengendalian menara
tel--komunikasi;

b. Melaporkai kepada para pemilik menara terkait dengan kondisi
menara dal rekomendasi yang diberikan;

c. Petimbangan dalam menara raenentukan kebijakan selanjutnya.

BAB IX
JITIINA]T KESELAMATAI{

Pasal 19

(l) Sebelum menara telekomunikasi dibangun, penyedia menara
telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
disekitar radius lOO M2 da-ri ketinggial menara dengan melibatkan Lurai
atau Kepala Desa dan Camat setempat.

(2) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib menyediakan jaminan keamalan
dan keseLamatan lingkungan disekitar bangunan menara.

(3) Penyedia atau pengelola menara wajib melaporkan secara berkala setiap
tahun keberadaan menara telekomunikasi kepada Bupati C/q Kepala
Dinas.

Pasd 2(,

Bargunan menara telekomunikasi yang tidak dimanfaatkan Lagi oleh
penyelenggaia / pemilik dan/atau dinyatalan membahayakan keselamatan
penert angan dan/atau kesclamatan masyarakat sekitar sesuai kajian tim
teknis, penyelenggara menara wajib melakukan pembongkaran dan/atau
merelokasi bangunan menara t€rsebut.

BA8 :l
XETEITTUAII PEITUTUP

Pasd 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada targgal diundangkan
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